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Pendahuluan

Non-Fungible Token (NFT) adalah representasi digital unik dari objek atau karya seni yang menggunakan teknologi blockchain.

Berbeda dengan aset fungible seperti mata uang, NFT bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain dengan nilai yang

sama. NFT dapat mewakili berbagai jenis barang digital, seperti karya seni, video, audio, dan item dalam permainan. Teknologi

blockchain memungkinkan pencatatan dan validasi transaksi serta kepemilikan NFT. Ethereum adalah salah satu platform blockchain

yang populer untuk NFT, meskipun ada platform lain juga. NFT telah digunakan secara sukses dalam seni digital dan industri

permainan. Kepemilikan NFT tercatat di blockchain, memudahkan verifikasi kepemilikan dan sejarah transaksi.

Namun, fenomena NFT juga menghadapi tantangan hukum, terutama terkait hak kekayaan intelektual. Kasus pelanggaran seperti

penjualan NFT dengan logo perusahaan tanpa izin atau penggunaan elemen karya seni tanpa pengakuan menunjukkan bahwa aspek

hukum NFT masih berkembang. Sebagai contoh, Splinterlands adalah permainan kartu koleksi digital berbasis blockchain yang

memungkinkan pemain memiliki, membeli, dan menjual kartu dalam bentuk NFT. Dengan kemajuan teknologi blockchain, penting

untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kepemilikan dan transaksi NFT, guna mencegah pelanggaran hak kekayaan

intelektual dan masalah hukum lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu hukum terkait kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam platform NFT, khususnya

dalam konteks Splinterlands. Hasil penelitian diharapkan memberikan panduan hukum yang jelas bagi pelaku industri NFT, pemilik

hak cipta, dan konsumen, serta mendorong praktik hukum yang lebih baik dalam menghadapi tantangan yang muncul.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Implikasi Hukum Atas Kepemilikan Aset NFT ?

2. Apa implikasi hukum dari penggunaan teknologi blockchain dalam menghadapi isu-isu
kekayaan intelektual pada platform NFT, khususnya Splinterland ?
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Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis perundang-undangan (pendekatan
statute). Sumber utama yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, bahan pendukung berupa buku dan jurnal dari lembaga
indeks lens.org juga dimanfaatkan. Dalam pendekatan konseptual, penelitian ini berfokus pada prinsip sahnya
perjanjian dalam konteks kepemilikan kekayaan intelektual. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif, dengan kesimpulan yang ditarik secara deduktif untuk mencapai kesimpulan umum yang sesuai dengan
tujuan penelitian.
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Penelitian Terdahulu

• Penggunaan dan Regulasi NFT dalam Aplikasi Splinterlands

Splinterlands adalah aplikasi yang memanfaatkan teknologi blockchain Hive untuk mengelola dan memperdagangkan kartu
koleksi digital yang unik. Dalam aplikasi ini, pengguna dapat membeli, mentransfer, dan menukar kartu-kartu digital yang
divisualisasikan melalui situs web atau aplikasi seluler yang disediakan. Kartu-kartu ini diproduksi dalam paket yang berisi
lima kartu acak per paket, dengan jumlah terbatas yang ditentukan untuk setiap edisi, seperti Alpha, Beta, Untamed, dan
Essence Orbs.

• Penggunaan dan Keamanan Transaksi

Aplikasi Splinterlands harus diakses melalui peramban web yang didukung pada perangkat desktop atau seluler. Transaksi di 
aplikasi ini dikelola dan dikonfirmasi melalui jaringan blockchain Hive. Penting untuk dicatat bahwa alamat publik Hive 
pengguna akan terlihat secara publik saat melakukan transaksi. Penggunaan alat dan layanan pihak ketiga mungkin diperlukan
untuk transaksi menggunakan mata uang kripto. Splinterlands tidak memiliki kontrol atas jaringan Hive atau situs pihak ketiga
yang mungkin digunakan dalam transaksi ini. Oleh karena itu, Splinterlands tidak bertanggung jawab atas tindakan atau
kelalaian pihak ketiga atau kerugian yang mungkin timbul dari transaksi atau interaksi dengan pihak ketiga tersebut.

Penelitian ini mencoba untuk mengisi celah ini dengan menganalisis secara menyeluruh isu-isu hukum yang muncul dalam
kepemilikan hak kekayaan intelektual pada platform NFT, khususnya melibatkan Splinterlands sebagai studi kasus. Dengan
fenomena NFT yang semakin berkembang, perlu adanya kajian hukum yang lebih mendalam untuk memahami implikasi dan
tantangan hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku industri, pemilik hak kekayaan intelektual, dan konsumen. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik terkait kerangka hukum yang mengatur transaksi NFT
di platform Splinterlands, serta menganalisis implikasi hukum yang terkait.
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Pembahasan

A. Penerimaan dari Ketentuan Pengguna (Term Of Agreement) pada Platform 

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memiliki, mentransfer, dan berdagang kartu-kartu digital yang divisualisasikan
melalui situs web atau aplikasi seluler. Kartu-kartu ini dikeluarkan dalam paket yang berisi lima kartu acak, dengan jumlah
edisi yang terbatas untuk setiap seri. Splinterlands menggunakan teknologi blockchain Hive untuk memastikan transparansi
dan integritas dalam pembuatan kartu digital. Untuk mendapatkan kartu dengan berbagai tingkat kelangkaan ditentukan oleh
algoritma yang telah ditetapkan:

• Kartu dengan kelangkaan umum: 75,2%

• Kartu dengan kelangkaan langka: 20%

• Kartu dengan kelangkaan epik: 4%

• Kartu dengan kelangkaan legendaris: 0,8%

• Kartu dengan lapisan emas: 2%

Kemungkinan mendapatkan kartu kelangkaan legendaris atau berlapis emas dapat ditingkatkan dengan membeli ramuan yang 
tersedia di aplikasi
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Pembahasan

B. Hubungan Hukum Para Pihak yang Terlibat Kedalam Kepemilikan Hak Cipta, Antara Pengguna Dan Pemilik Platfrom

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menanggapi tren ini, terutama dalam konteks permainan video yang mendapat
perlindungan hak cipta. Dalam hal ini, definisi yang belum tegas mengenai permainan video dapat menimbulkan kebingungan dalam
menetapkan batasan hak cipta. Sebagai contoh konkret, permainan kartu koleksi digital Splinterlands memanfaatkan teknologi blockchain
untuk memberikan pemain kepemilikan sejati atas aset digital mereka. Namun, keberlanjutan fenomena NFT menghadirkan isu-isu hukum
yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu hukum dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual pada
platform NFT, dengan fokus pada studi kasus Splinterlands. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan panduan hukum yang
jelas dan mendalam bagi pelaku industri, pemilik hak kekayaan intelektual, dan konsumen dalam menghadapi tantangan hukum yang
berkaitan dengan NFT.

Hubungan hukum antara pengguna dan pemilik platform dalam hal kepemilikan hak cipta diatur oleh ketentuan dan persyaratan yang
ditetapkan oleh pemilik platform melalui perjanjian pengguna atau ketentuan penggunaan. Dalam konteks platform atau aplikasi digital,
biasanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Hak Cipta Konten Pengguna Pemilik platform mungkin memiliki ketentuan yang
mengatur bagaimana hak cipta konten yang diunggah oleh pengguna di platform tersebut dikelola. Ini mungkin termasuk hak pemilik platform
untuk menggunakan, menampilkan, dan mendistribusikan konten pengguna. Pada saat yang sama, biasanya pengguna akan memberikan izin
kepada pemilik platform untuk menggunakan konten yang mereka unggah. Lisensi dan Penggunaan Konten Biasanya, pengguna memberikan
lisensi kepada pemilik platform untuk menggunakan konten yang diunggah.
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Lanjutan…

Dengan meningkatnya kepemilikan NFT, penting bagi pembeli dan penjual untuk memahami hak dan kewajiban hukum
mereka serta menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual. NFT yang berisi foto atau data pribadi dapat menimbulkan
masalah privasi, sehingga perlu dipertimbangkan secara serius. Selain itu, NFT juga berpotensi digunakan untuk pencucian
uang atau terorisme, yang mengharuskan regulator dan penegak hukum untuk mengawasi transaksi ini dengan ketat. Untuk
melindungi semua pihak, penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk mengembangkan kerangka hukum yang
jelas dan efektif dalam mengatur NFT. NFT telah menarik perhatian sebagai cara baru untuk memonetisasi seni digital dan
barang koleksi. Ini token yang disimpan di blockchain ini membuktikan kepemilikan aset digital seperti x, video, atau karya
seni. NFT tidak masuk ke dalam kategori hukum seperti properti atau kekayaan intelektual, sehingga status hukumnya di
Indonesia masih belum jelas.
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Pembahasan

C. Implikasi Hukum atas Kepemilikan Aset NFT

Kepemilikan Hak Cipta dan Informasi Pribadi, Pengguna memberikan informasi pribadi seperti alamat email dan data penggunaan
kepada pemilik platform. Implikasinya adalah pengguna harus memberikan izin untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi
mereka sesuai dengan Kebijakan Privasi yang telah ditetapkan, Perubahan Ketentuan Layanan Pemilik platform berhak mengubah
ketentuan layanan dari waktu ke waktu. Implikasinya adalah pengguna diharapkan untuk secara teratur memeriksa dan memahami
perubahan ketentuan layanan yang diberlakukan oleh pemilik platform, Penggunaan Layanan oleh Anak Anak Layanan ini tidak
ditujukan untuk anak di bawah usia 18 dan pemilik platform tidak sengaja mengumpulkan informasi dari anak di bawah usia tersebut.
Implikasinya adalah pengguna di bawah usia 18 harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali sebelum menggunakan layanan
ini.

Pemilik platform digital sering menggunakan data yang dikumpulkan untuk berbagai tujuan seperti penyediaan layanan,
perawatan pelanggan, analisis, dan pemantauan penggunaan. Pengguna diharuskan memberikan izin untuk penggunaan data
mereka dalam konteks ini. Selain itu, platform menggunakan kuki dan teknologi pelacakan untuk memantau aktivitas
pengguna, yang juga memerlukan izin pengguna atau pengaturan peramban untuk menolak kuki jika pengguna tidak ingin data
mereka dilacak. Dalam hal kewajiban hukum, pemilik platform dapat mengungkapkan data pribadi pengguna untuk memenuhi
kewajiban hukum atau melindungi hak dan properti mereka. Meskipun pemilik platform berupaya melindungi data pribadi
dengan cara yang wajar, keamanan data tidak dapat dijamin sepenuhnya. Oleh karena itu, pengguna harus menyadari risiko
keamanan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.
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Lanjutan…

Dari perspektif NFT (non fungible token), blockchain adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk memvalidasi
kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan mata uang kripto dan ditukar dengan mata uang resmi. Blockchain itu sendiri
merupakan komponen penting penting dari ekosistem kripto, seperti halnya Crypto NFT.

Tanggung Jawab Penggunaan oleh Anak-Anak, Orang tua atau wali bertanggung jawab atas penggunaan layanan oleh anak-
anak di bawah usia 18. Implikasinya adalah orang tua atau wali harus membimbing anak-anak dalam menggunakan layanan ini
dan memastikan persetujuan mereka atas pengumpulan dan penggunaan data. Penerimaan dan Perubahan Kebijakan Privasi
Pengguna harus menyetujui Kebijakan Privasi dan memahami bahwa penggunaan layanan ini setelah pengubahan kebijakan
akan dianggap sebagai penerimaan terhadap perubahan tersebut. Implikasinya adalah pengguna harus mengikuti perubahan
Kebijakan Privasi dan Kebijakan Layanan yang diberlakukan oleh pemilik platform. Penting untuk diingat bahwa implikasi
hukum dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum tempat pengguna berada dan interpretasi hukum yang diberlakukan
di sana. Sebaiknya pengguna memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan ini serta berkonsultasi dengan ahli hukum jika
diperlukan
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Kesimpulan

Analisis ini menyoroti pentingnya kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam konteks
platform NFT seperti Splinterlands, termasuk hak cipta, merek dagang, dan paten atas elemen-
elemen permainan. Pemilik platform harus memiliki hak yang sah untuk menggunakan dan
melisensikan elemen-elemen ini. Kebijakan pengumpulan data pribadi, perubahan ketentuan
layanan, perlindungan anak-anak, serta keamanan data dan kuki juga menjadi aspek penting
dalam penggunaan platform NFT. Pengguna dan pemilik platform harus sepakat dalam
perjanjian yang jelas dan transparan, memastikan keselamatan data, dan mematuhi regulasi
hukum serta perlindungan privasi, untuk mencegah potensi sengketa di masa depan dalam
perkembangan dunia NFT yang terus berubah.
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